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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas maka, maka 

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni. 

1. Implementasi penegakan hukum pasal 107 ayat (2) terhadap pengendara 

kenderaan bermotor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari adalah : 

a. Pihak polres Gorontalo kota mengadakan sistem evaluasi berjangka yang 

di terapkan di polres Gorontalo, seperti pengoptimalan kinerja kepolisian terkait 

kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban menyalakan lampu utama 

siang hari. 

b. Membuat spanduk-spanduk dan selembaran yang berisi himbauan-

himbauan terhadap masyarakat di wilayah polres gorontalo kota. Dalam hal ini 

pihak kepolisian memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada 

masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengendara dan mematuhi aturan-aturan 

yang ada dalam UU No 22 Tahun 2009. 

Meskipun berbagai upaya telah di lakukan oleh polri, kenyataanya Saat ini 

pelanggaran Lalu lintas oleh pelaku yang tidak menyalakan lampu utama di siang 

hari dari tahun 2015 hingga 2017 terjadi pada puncaknya tahun 2017 yang 

berjumlah 1.892 pelanggar dari .490 pelanggar yang terkena razia.  
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Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengimpelmentasian pasal 107 ayat (2) tentang pelanggaran lalu lintas oleh 

pengendara sepeda motor di Kota gorontalo. 

2. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pasal 107 ayat (2) adalah: 

a. Faktor Hukumnya itu sendiri 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap pelaku 

pengendara yang melanggar aturan pasal 107 ayat (2) sangat sulit di tegakkan 

karena sanksinya yang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi 

pengadara yang melanggar aturan pasal 107 ayat (2). Hal ini pun yang 

mengakibatkan belum maksimalnya penegakan hukum aturan pasal 107 ayat (2). 

b. Faktor penegak hukum 

Harus pula diakui kuantitas dari penegak hukum seperti kepolisian yang menjadi 

bagian terdepan dari penegakan hukum sangat menentukan hasil dari proses 

penegakan hukum itu sendiri. Jumlah anggota kepolisian yang kurang sehingga 

menimbulkan banyak hambatan seperti pada saat proses razia. Masih banyak titik-

tik yang di lalui pengendara yang tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. 

Melalui jalan-jalan inilah terkadang masyarakat yang tidak taat hukum selalu 

melanggar hukum. 

c. Faktor sarana dan Fasilitas 

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada 

pada saat ini. Sarana dan fasilitas tersebut tenaga manusia yang berpendidikan dan 
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terampil, serta peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Saat ini hal-hal 

tersebut masih kurang sehingga sangat mustahil bagi penegakan hukum akan 

mencapai tujuan tersebut dengan sempurna. Oleh karena itu di butuhkan proses dan 

waktu untuk mengoptimalkan aturan pasal 107 ayat (2). 

d. Faktor masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat sendiri dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian masyrakat. Persoalan masyarakat terhadap aturan pasal 107 ayat (2) 

merupakan persoalan yang rumit karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui 

dan menjalankan aturan pasal 107 ayat (2), sehingga terkadang dalam proses razia 

masyarakat tidak sadar telah melanggar peraturan pasal 107 ayat (2). 

e. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling lama hidup dan berkembang 

dimasyarakat. Pemahaman masyarakat yang menggangap pemborosan alat listrik 

merupakan masalah yang telah membudaya dalam masyarakat. Tingkat 

pemahaman yang rendah ini menjadi salah satu faktor penegakan hukum aturan 

pasal 107 ayat (2) terhambat. 

5.2.SARAN 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan 

skripsi ini adalah sbb : 

1) Dengan adanya pengaturan hukum mengenai kewajiban pengendara 

menyalakan lampu utama di siang hari, maka di harapkan bahwa setiap 
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penegakan hukum mampu untuk menegakan dan menerapkan setiap 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No 22 Tahun 2009 sesuai dengan 

kualifikasi dan pelanggaran yang di tentukan dalam berbagai aturan hukum 

dalam Undang-undang tersebut. 

2) Dalam penerapan hukum, di harapkan masyarakat-pun menaati berbagai 

peraturan yang di buat pemerintah, dan bagi pengendara yang memiliki 

kenderaan pribadi untuk tidak merubah berbagai atribut kenderaan 

bermotor, karena hal-hal tersebut telah di jalankan sesuai formal dan 

prosedural hukum yang berlaku. 
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